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. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24

Tahun 2007 tentanig Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Orgamisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu di bentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

. bahwa mendahului proses penetapan Perituran Daerah sesuai dengan

tuntutan, kebutuhan dan beban kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah perlu dibentuk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da 1

huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara,

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3895);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah divbah dengan Undang—Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang—

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



Menetapkan :

4,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 4741).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TiNTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB 1
KETENTUGAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

a.

b.

h.

Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;

Pemerintahan Daerah adalah penyelengparaan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan  tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat d ierah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemierintahan Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutaya disebut
BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk  melaksanzkan

penanggulangan bencana;



i. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yarg disebabkan
baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

j. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Maluku Urara.

BAB I
PEMBLNTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Baden Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) BPBD Provinsi adalah unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Dalam  menyelenggarakan tugas dan  fungsi BPBD  schari-hari

dilaksanakan oleh unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas Pokolk
Pasal 4
{1} BPBD Provinsi mempunyai tugas .

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;

b. menetapkan  standarisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasackan peraturan perundang-undan jan ;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan pata rawan bencana ;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;

e. melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam

kondist darurat bencana |

f  mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;



g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 BPBD
mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan Kkebijakan penanggulangan bencana dan
" penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
. efisien; dan -
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pepanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB 1V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Puasal 6
Susunpn Oreginisasi BPBD werdivi diri
a. Kepala;
b, Unsur Pengurah; dan

¢. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 7

(1} Unsur Pengarah BPBD berada di bawa'i dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;

(2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD berjumlah 11 Anggota terdiri dari 6
Pejabat Instansi Pemerintah dan 5 Anggota dari Masyarakat Profesional di
Daerah;

(3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Provinsi;

(4) Ketentuan 'mengcnai keanggotaan sertn mckanisme penetapan angyota
unsur pengarah berpedoman pada Ketentuan dan peraturan Perundang-

undangan.



Pasal &
(1) Unsur Pengarah mempunyal tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Unsur
Pengarah menyelenggarakan fungsi;
a. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Pemantauan;

¢. Evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 9

(1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPBD;

(2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-

hari;

Pasal 10
Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal & mempunyai
tugas, melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
a. Prabencana;
b. Saat tanggap darurat; dan

¢. Pasca bencana.

Pasal 11
Dalam pelaksanaan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 Unsur
Pelaksana BPBD mempunyai (ungst :
a. Pengkoordinasian;
b. Pengkomandoan; dan

¢. Pelaksana.

Pasal 12
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan
fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordipasi
dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang
ada di daerah, lembaga usaha dan / atau pibak lain yang diperlukan padn pra

bencana dan pasca bencana,



Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan
fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang

diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢, merupakan
fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi
dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,
instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan  bencana dan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.
¢. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan,
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawali :
1. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi;
2. Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
f  Satuan Tugas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.



Pasal 16
(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam
melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
operasional BPBD.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
‘Pelaksana mempunyai fungsi :

Perumusan program kerja dan kegiatan BPBI,

o P

Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;

Pelaksanaan kedaruratan dan logistik;

A oo

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

o

Penyusunan Japoran terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1} Sekretariat dipimpin cleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab
kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan urusan
umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris mempunyai fungsi
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sekretariat;

b. Penpkoordinasian program kerja dan kegiatan BPRD,
Pemberian pelayanan administratif di lingkup BPBD,

c
d. Pelaksanaan urusan kcuangan, umum dan kepegawaian;

@

Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi
umum dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bagian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan kegatan di sub bagian umum dan

kepegawaian,



b. Pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan
kepegawaian;

¢. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

d. Pelnksansan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuat dengan

tugas dan fungsi.

Pasal 19

(1} Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ying
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan
rencana alokasi anggardn dan laporan pertanggungjawaban keuangan,
(2) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bagian mempunyai fungsi:
Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sub Bagian Keuangan;

b. Penyusunan rencana alokasi anggaran, pengelolaan tata usaha
keuangan;

¢. Pelaksanaan laporan pertanggungiawaban keuangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Pasal 20

{1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan
bahan melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup BPBD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bagian mempunyal fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan;

b, Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan lingkup BPBD;

¢. Pengevaluasian program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan
maupun yang belum dilaksanakan;,

d. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsi,

Pasal 21

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertanggung jawab Kepada Kepala Pelaksana dan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang mempunyai fungsi :



Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan;

- Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah  terkait  dalam

pencegahan dan kesiapsiagaan,

c. Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;

Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuat

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

(1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) Kepala

Seksi mempunyat fungsi

Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan;
Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka
pelaksanaan pencegahan;

Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan togas dan fungsi,

Pasal 23

(1) Seksi  Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

bertanggung  jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Sub Bidang mempunyai fungsi

a.
b.

Peryusunan program kerja dan kegiatan di bidang kesiapsiagaan,
Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka
kesiapsiagaan;

Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kedaruratan dan
logistik;

b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam
penanganan kedaruratan dan logistik;

¢: Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tuzasnya, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungst.

Pasal 25

(1) Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelantatan,
evaluasi dan penanganan pengungsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Seksi mempunyai fungst :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang penyelamatan,
evaluasi dan penanganan pengungsi ;

b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka
pelaksanaan penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;
Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

(1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melaksanalkan kegiatan logistik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Seksi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang logistik;

b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan logistik;
Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 27

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertangaung jawab kepada Kepala Pelaksana dan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

{2) Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan
rekonstrulksi;

b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah  terkait dalam
rehabilitasi dan rekonstruksi;

¢. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tupgasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28 -

(1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi:

b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan rchabilitasi;
Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsi,

Pasal 29

(1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawal kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi.

{2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rekonstruksi;

b. Penyiapan bahan rekonstruksi ;

¢. Penyusunan laporan tethadap pelaksanaan tugasnya: dan

d. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsi,
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BABY
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu

ESELON

Pasal 30
(1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon ILa.
(2) Sekretariat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon UlLa.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon

Va.

Bagian Kedua
KEPEGAWAIAN
Pasal 31
Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan
integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, serta sesuai dengan

ketentnan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 32
BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrast

dan sinkronisasi.

Pasal 33
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern

di lingkungan masing-masing.

Pasal 34
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahan.



Pasal 36
(1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPRD Kabupaten/Kota diadakan
paling sedikit 1 (sat_u)'kali dalam 1 (satu} tahun atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37
Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota
‘bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana
BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan

-pelaksana.

Pasal 38
Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional
Penangpulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam

rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 39
Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber anggaran

lainnya yang sah dan tidak mengikat,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

(1) Hubungan ketja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten / Kota diatur
oleh Kepala BPBD Provinsi.

(2) Hal-hal vang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaan tugas BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

(3) Dengan terbentuk BPBD ini, maka Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanggulangan Bencana Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
dan menyerahkan seluruh arsip/dokumten dan data/informasi lainnya yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada
BPBD.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Gubenur ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 8 Oktober 2009

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 8 Cktoder 2009

O SEKR

1] RIS DALERAI
m LU KU UTARA
J}-’ )
MUKWATIR ALBAAR

Nuxu 3
(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 16 )




AGAN STRUKTUR ORGANISASI Lampiran : Peraturan Gubernur Maluku Utara
BADAN PENGENDALIAN BENCANA DAERAH Nomor Tahun 2009
PROVINSTI MALUKU UTARA Tanggal : 8 Oktoher 2009

Badan Penanggulangan Bencana
Paerab Provinsi
KEPALA
t
| |
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
~ Instansi Kepala Pelaksana
- Profesional / Ahli
!
Kelompok Jabatan [ Sekretariat
Fengsional l
I
b ] |
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Umum & Kepegawaian Keuangan Perencanaan
i I i
Bidang Bidang Bidang

Pencegahan & Kesiapsiagaan

Seksi Seksi
] Penyelamatan, Evaluasi &
Pencega}] an Prnaneanan Pencineds
Seksi Seksi
Kesiapsiagaan T Logistik

Kedaruratan &Logisiik

Rehabilitasi & Rekonstruksi

Seksi
Rehabifiengj

Seksi
Rekonstruksi

Satuan Tugas
{Satgas)
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